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KATA SAMBUTAN

Buku ini adaiah buku kedua yang diterbitkan di Indonesia dari
penuiis yang sama. Buku pertama adatah Hukum Waris dari Buku 5
Seri Pitlo yang diterjemahkan ulang dan diterbitkan pada tahun 1995
(Buku 1) dan 1996 (Buku 2).

Keinginan untuk menerbitkan "Buku tentang Perikatan” int
sudah sangat lama sekali diupayakan, tetapi dihadapkan kepada
berbagai hambatan yang tidak mudah diselesaikan, mulal dari
terjemahan ke dalam bahasa Indonesia sampai dengan upaya
penerbitannya.

Tetapi akhirnya hambatan demi hambatan dapat diselesaikan
berkat kerjasama dari berbagai pihak, yang dengan sabar membantu
sehingga penerbitan buku ini dapat menjadi kenyataan.

Pertama-tama upaya penerjemahan dilakukan di Nederland,
tetapi karena bahasa hukum mempunyai ciri dan semangat yang
khas, maka akhirnya diterjemah ulang oleh Drs. F. Tengker, SH,
CN, yang sudah lama berkecimpung di dalam bidang terjemahan
Buku Hukum.

Kesediaan dari Penerbit CV. Mandar Maju untuk menerbitkan
buku ini juga merupakan suatu upaya yang panjang, Sukurlah
akhirnya Buku inj dapat hadir di perbendaharaan Buku Hukum yang
mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah jumlah Buku Ilmu
Pengetahuan tentang Hukum.

Pebruari 1999

Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH.



KATA PENGANTAR

Buku ini adalah buku berisi kumpulan - yurisprudensi, dengan
anotast dari para pakar hukum, di Bidang Hukum Kekayaan tentang
Hukum Perikatan, yang sangat penting untuk diketahui baik oleh
para pengajar di bidang Hukum Perdata mau pun oleh para praktisi
hukum. *

Selain itu, buku ini pun diperlukan pula oleh para mahasiswa
Fakultas Hukum, sebagai buku pegangan dalam menyelesaikan
masalah, meski pun yurisprudensi yang ada dalam buku ini adalah
yurisprudensi dari Keputusan Mahkamah Agung (Arrest Hoge Raad)
di Nederland.

Penulis selama bertahun-tahun pernah memberikan penataran
Hukum Perdata di berbagai Fakultas Hukum baik di Perguruan
Tinggi Negerl mau pun Swasta, di Indonesia dan hasil penataran
tersebut dirangkum menghasilkan buku ini. Penataran Hukum
Perikatan di Indonesia berkaitan dengan kerjasama Indonesia dan
Nederland di bidang hukum yang lebih dikenal dengan "Yuridisch
Samenwerkeing Indonesie Nederland" - RAAD.

Besar harapan Penulis bahwa buku ini dapat bermanfaat bagi
berbagai pihak dan merupakan kebanggaan bagi Penulis kalau
sumbangsih dalam bidang IImu Pengetahuan Hukum ini memberikan
hasil yang diinginkan. ‘

Terima kasih Penulis ucapkan kepada Drs. F. Tengker, SH, CN
yang telah dengan tekun menerjemahkan buku yang cukup sulit
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang enak dibaca. Selain
itu terimakasih kepada Dr. Wila Ch, Supriadi, SH yang telah
bersedia mengkoreksi dan mengedit terjemahan buku ini. Tidak lupa
pula penghargaan kepada penerbit CV. Mandar Maju yang bersedia
menerbitkan buku ini, meski pun krisis ekonomi tengah melanda .
Indonesia.

Pebruari 1999

Prof. Dr. Gr. Van der Burght
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1. PENGERTIAN "PERIKATAN"

Undang undang tidak memberikan definisi pengertian "perikatan”.
Namun, mayoritas penulis bisa menerima rumusan yang dalam garis.
besar berbunyl

“perikatan adalah suatu hubungan Hukum Harta Kekayaan antara
dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih
berhak atas sesuatu, sedangkan. yang seorang lagi. atau lebih
berkewajiban untuk itu".

Kendati pun demikian masih saja ada selisih pendapat tentang
makna ajektif (kata sifat) "Hukum Harta Kekayaan" tersebut. Inilah
yang menyebabkan beberapa penulis menerapkan atas pengertian ini
penafsiran yang begitu restriktif, sehingga misalnya hubungan-hubungan
Hukum Kekeluargaan Murni, seperti kesetiakawanan (getrouwheid)
antara mitrakawin (pasal 1:81 B.W), bukan perikatan. Bahkan ada pula
yang menganggap unsur Hukum Harta Kekayaan (vermogensrechtelijk)
dalam penggambaran pengertian (begripsomschrijving) perikatan
tidak mempunyai arti hakiki sedikit pun.

Perikatan-perikatan adalah kewajiban-hukum. Tampaknya dalam
doktrin timbul semacam perbedaan pendapat di antara para penulis
tentang persoalan apakah ungkapan yang disebut tadi boleh kita
balik: kewajiban-kewajiban hukum adalah perikatan-perikatan. Nah,
apabila kita berpendirian bahwa tidak semua kewajiban hukum
adalah perikatan,’ maka tidak dapat tiada kita harus menganggap
kewajiban-kewajiban hukum yang bukan perikatan sebagai suatu
kategori tersendiri, misalnya kewajiban untuk menjunjung tinggi
kekonsistenan penawaran (aanbod); lihat catatan Scholten pada
Arrest HR tanggal 19 Desember 1969, NJ 1970, 154, Lindeboom
melawan Kotamadya Amsterdam.



Posisi kasus:

Pada tanggal 24 Juni 1964, Prof. Lindeboom mengajukan
penawaran tertulis kepada Kotamiadya Amsterdam hak “erfpacht”"
atas nama Klinik Pieter van Foreest dengan harga 1% gulden dengan
syarat bahwa pembelian dan penyerahan diselenggarakan antara
tanggal 15 Nopember dan 15 Desember 1964,

Pada tanggal 18 Agustus 1964 Professor tersebut meminta agar
ia dibebaskan dari janjinya untuk menjual hak erfpacht tersebut dan
menarik kembali penawarannya. Namun, Kotamadya Amsterdam
tampaknya mengingini hak milik (penuh) persil ini dan oleh sebab itu
menclak permintaan tersebut, sehingga setelah itu, maka semua
persyaratan yang berkaitan dengan pembelian ini, terselenggara serta
merta secara beruntun sebagai berikut.

Pada tanggal 21 Agustus 1964 B & W (Walikota dan Badan Pengu-
rus Harian) memutuskan untuk mengusulkan kepada Dewan Perwakilan

'Kotamadya agar menerima penawaran tersebut. Pada tanggal 25
Agustus 1964 keputusan ini disampaikan kepada Prof. Lindeboom,
yang pada tanggal 13 Oktober 1964 dan kemudian sekali lagi pada
tanggal 27 Oktober 1964 menulis kepada Kotamadya Amsterdam
bahwa ia "membebaskan diri dari perikatan tersebut”..

Pada tanggal 28 Oktober 1964 Dewan Perwakilan Kotamadya
menerbitkan keputusan pembelian sesuai dengan harga yang di-
mintakan serta berdasarkan persyaratan-persyaratan yang berlaku
sebagaimana lazimnya. Pada tanggal 10 Nopember 1964 Dewan
Perwakilan Propinsi mengeluarkan surat persetujuannya. Pada tanggal
20 Nopember 1964 notaris menyampaikan konsep akte balik nama
kepada kedua belah pihak.

Dengan surat jurusita (exploit) tanggal 1 Desember 1964, Prof.
Lindeboom dipanggil untuk menghadap notaris pada tanggal 11
Desember 1964 (jadi masih tersisa empat hari lagi sebelum jangka
waktu yang ditetapkan Prof. Lindeboom berlalu) satu dan lain untuk
membantu  menyelesaikan akte balik nama (acte van transport)
tersebut. Prof. Lindeboom datang menghadap sesuai dengan surat

" Hak erfpacht adalah hak terbatas atas hak milik orang Jain, biasanya untuk jangka panjang
vakni antara 75 sampai 90 tahun, Dafare kasus ini tanah yang di atasnya terletak persil
tersebut, adalah hak milik Kotamadya Amsterdam.



panggilan, tetapi menolak menandatangani akte balik nama tersebut
karena ia tidak merasa terikat pada penawarannya itu, Untuk
penolakan ini dibuatkan berita acara. Kotamadya Amsterdam
mengajukan gugatan dengan tuntutan agar Prof. Lindeboom dihukum
untuk menghadap notaris dan ikut menyelesaikan akte balik nama,
dengan ancaman membayar uang paksa (dwangsom).

Yang merupakan persoalan pokok dalam peristiwa ini ialah
apakah penarikan kembali Prof. Lindeboom sebelum penerimaan

(acceptatie) definitif Kotamadya Amsterdam terlaksana, mengakibat-

jual beli?

" Baik Pengadilan Negeri, mau pun Pengadilan Tinggi memper-
timbangkan, bahwa dari penawaran itu "an sich" dapat dijabarkan
bahwa hal tersebut tidak dapat ditarik kembali, kecuali pada hari
penawaran tersebut diterima atau sehari sesudah itu, setelah mana
penerimaan penawaran ini tidak bisa lagi mengakibatkan diadakan-
nya penyerahan pada tanggal 15 Desember 1964, setidak-tidaknya
tanggal 15 Nopember 1964, Jadi, dengan demikian Prof. Lindeboom
dihukum harus membantu dalam penyelesaian pembuatan akte balik

nama tersebut dengan ancaman membayar uang paksa.

Upaya kasasi

‘Sesuai dengan acara yang dianut dewasa ini, tampaknya Prof.
Lindeboom tidak leluasa lagi untuk begitu saja menarik kembali
penawarannya, padahal ia telah melakukan hal ini (melalui surat-
suratnya tertanggal 13 dan 17 Oktober 1964). Perbuatan tersebut
cenderung menjurus ke arah wanprestasi. Dengan menerima pe-
nawaran (yang telah ditarik kembali), maka dalam bulan Norember
1964, pada hakikatnya tidak dapat lagi terjadi persetujuan jual-beli.
Bukankah di dalam peristiwa ini salah satu syarat persetujuan, yakni
"persesuatan kehendak” tidak dipenuhi? Karena kehendak untuk
mengadakan persetujuan tidak ada pada kedua belah pihag pada
waktu yang bersamaan



Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)

Kenyataan bahwa penawaran itu sendiri pada hakikatnya me-

nyebabkan bahwa hal ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali
pada hari penawaran tersebut diterima atau sehari sesudah itu tidak
dapat lagi mengakibatkan terselenggaranya penyerahan pada tanggal
15 Desember 1964.
" Dengan demikian, dari apa yang dituturkan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa dengan menerima penawaran pada waktunya,
maka persetujuan jual-beli tersebut telah terjadi, tanpa periu
menghiraukan lagi penarikan kembali penawaran yang dilakukan
sebelumnya.

Barangsiapa telah menjadikan penawarannya tidak dapat lagi
ditarik kembali, pada hakikatnya dengan perbuatan ini ia telah
melepaskan wewenangnya mencegah terselenggaranya persetujuan
sebagai akibat diterimanya penawaran dalam jangka waktu yang telah
disepakati.

Jadi dengan demikian bisa saja timbul ke permukaan situasi
bahwa kehendak mengadakan persetujuan tidak ada pada kedua belah
pihak secara serentak (gelijktijdig).

Sesungguhnya tidak ada aturan hukum tertentu yang mensyarat-
kan keserentakan waktu mengadakan persetujuan.

Akhirnya permohonan kasasi ini ditolak.

- 2. PEMBEDAAN PERIKATAN-PERIKATAN

Perlkatan-perlkatan dapat kita bedakan menurut berbagai
cara, Berikut ini akan dibahas dua buah cara pembedaan, yakni
pembedaan perikatan perdata dan _perikatan ~bebas .. (natuurlijke
verbintéilis) pada satu sisi, serta pembedaan perikatan  unfuk
memberi, perlkatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak
berbuat sesuatu, pada sisi lain.

Yang membedakan p"rlkatan bebas dan perikatan perdata (sipib),
dipaksakan_ oleh kreditur melalui_ proses pengad:lan sedangkan
perikatan yang disebut terakhir hal ini dapat diajukan ke meja hijau.

2.1. Perikatan Bebas (Natuurlijkér Verbintenis)
Undang-undang sama sekali tidak memuat ketentuan-ketentuan
umum perikatan-perikatan ini.



